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Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau institute for Criminol

Justice Reform ticlRl, sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara
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PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian sepanjang frasa "inakar" yang
terdapat daiam Pasa1 87, Pasa1 1.04, 1.06, 1.07, 1.39a, 1.39b, dan 1.40 Undang-undang No. l.
Tahun 1946 (KUHP) (Bukti P-^) Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap
Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1,945 (Bukti P-2)

A. KewenanganMahkamahKonstitusi

I. Bahwa Pasai 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945
menyatakan, "Kekuosoon kehokimon dilokukon oreh sebuoh Mohkomoh Agung don
bodon perudilon yang berodo of bowohnyo doloin lingkungon perudi!on urnum,
fingkungon perodilon ogom0, 11hgkungon perodilon minter; lingkungon perudilon toto
usoho negoro, don o1eh sebuoh Mobkomoh Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya Pasa1 24C Ayat (1) UUD 1,945 menyatakan, "MDhkomoh Konstitusi
berwenong mengodilipodo tingkotpertomo don terokhi7'yong putusonnyo bersjfotfiho/
untuk menguji undong-undong techodap Undong-Undong DOSor; meinutus sengketo
kewenongon Iembogo negoro yong kewenongonnyo diberikon o1eh Undong-Undong
DOSor} meinutus pembuboron portoi pontik, don meinutus perselisihon tentong busil
pemifthon urnum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, rillahkamah Konstitusi berwenang me18kukan
pengujian undang-undang terhadap UUD 3,945, yang juga did asarkan pada Pasa1 1.0 ayat
(1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Yang telah diubah dengan
UU Nomor 8Tahun 201.1tentang Perubahan UU No. 24Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi Yang menyatakan:"Mohkomoh Konstitusiberwenong mengodilipodo tingkot
pertumo don terokhir yong putusonnyo bersjfotfihol untuk: (o1 menguj'I^ridong-undong
terhodop Undong-Undong 0050rNegoro Republik Indonesio Tobun 1945";

4. Bahwa sebagai peligawal konstitusi, MK .juga berwenang memberIkan penafsiran
terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan
nilai-nilai konstitusi, Tafsii' MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasa! undang-undang
tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) Yang
me iniliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang me iniliki inakna am bigu,
tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penalsirannya kepada MK;

5. Bahwa meIalui permohonan ini, Pemohon mengajukan penguiian sepanjang frasa
"inakar" yang tercantum da!am Pasa1 87, Pasa1 104, 106, 107, 1.39a, 139b, dan 1.40
Undang-udang No. I Tahun 1,946 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1,945;

6 Bahwa berdasarkan hai-hal tersebut di atas, inaka Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memeriksa dan mengadi!I permohonan a quo;
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B. Kedudukan Hukum Pemohon

7. Bahwa Pemohon adalah Pemohon yang metupakan Badan Hukum Privat, yang me ini!iki
legolstonding dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan
menggunakan prosedur orgonizotion stonding (legolstondihg); (Bukti P-31

8. Bahwa Pemohon meiniliki kedudukan hukum (legol stunding) sebagai Pemohon
pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (cousol verbond}
berlakunya frasa "inakar" daiam Pasa1 87, Pasa1 1.04, 1.06, 1.07, 3.39a, 1.39b, 1.39c, dan
1.40 Undang-undang No. ,. Tahun 1946, sehingga menyebabkan hak konstitusional
Pemohon dirugikan;

9. Bahwa do kirin orgonizotion standing atau legolstonding merupakan sebuah prosedur
beracara Yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapijuga telah dianut daiam
berbagai peraturan perundangan di!ridonesia, seperti UU No. 23 Tahun 3.997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1,999 tentang Perlindungan Konsumen,
dan UU No. 41 Tahun 1,999 tentang Kehutanan;

10. Bahwa pada praktik peradilan dilndonesia, legol stonding telah diterima dan diakui
menjadi mekanisme daiam upaya pencarian keadilan, Yang inaria dapat dibuktikan
antara lain:

a. Daiam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-0221PUU-!/2003 tentang

Fengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
b. Da!am Putusan Mahkamah Konstitusi No. 0601PUU-11/2004 tentang Pengujian UU

No. 7 TBhun 2004 tentang Sumber Daya Airterhadap Uuo 1,945;

c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71PUU"XI201. 2 tentang Pengujian UU No.
1.7 Tahun 201.1 tentang Internen Negara tel'hadap UUD 1,945.

d. Daiam Putu^an Mahkamah Konstitusi No. 501PUU-XI2012 tentang Pengujian UIJ No.
2 TahLin 201.2 tentang Pengadaan 'I'ariah Bagi Pemhangunan Untuk Kepentingan
Urnum terhadap UUD 1945.

1.1. Bahwa organisasi dapat bertindak mewaki!i kepentingan pubiik/urnum adalah
organisasi yang memenuhi persyaratan Yang ditentukan delam berbagai peraturan
perundang-undangan in aupun yurisprudensi, yaitu:

a. betbentuk badan hukum atau yayasan;

b, daiam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengari tegas
mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;

c. telah me!aksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

1.2. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Nori Pemerintah atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (usM) Yang tombuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan
keinginan sendiri di tengah masyarakat Yang didirikan atas dasar kepedulian untuk
dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi inariusia serta berkeadilan di
Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar'dan/atau Anggaran Ruinah

,
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Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi,
dan Pemohon juga telah meIaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.
Dalam Pasa1 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan
Peradilan Ridana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan
berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi inariusia sebagaimana diatur dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perlanjian-perlanjian
internasionallain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi o1eh Negara
Republik Indonesia. Selanjutnya pada ketentuan Pasa1 6 Anggaran Dasar

Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan bertLijuan untuk (1) Mendorong
pembentukkan hukum Yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan
(2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada ni!ai-
nilai hak asasi inariusia dan kebebasan dasar (Vide Bukti P-31,

1.3. Bahwa dalam mencapai inaksud dan tujuannya Pemohon tel;:h meIakukan berbagai
macam us aha/kegiatan Yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah
menjadi pengetahuan urnum (notoire feltsn). Adapun, bentuk kegiatan Yang telah
di!akukan o1eh Pemohon ada!ah sebagai berikut:

a. Turut aktif daiam setiap proses pengamb;Ian kebijakan negara, termasuk daiam
pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara

memberikan seiiimlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka
memastikan bahwa setiap kebijakan Yang dihasilkan selaras dengan kewajiban
negara untuk menghormati, memenuhi dan me Iindungi hak asasi inariusia setiap
warga negara;

b. Secara aktif menYelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan
kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah inaupun aparat
penegak hukum, sehingga daiam kinerjanya senantiasa memastikan
diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi inariusia;

c. Terus-menerus meIakukan kampanye publik dolain rangka peningkatan
kesadaran warga negara akin hak-hak konstitusionalnya yang dijamin o1eh UUD
1,945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan.
Kampanye Pemohon dapat dilihat disitus resini masing-masing Pemohon di
WWW. ICjr. or. Id , WWW. reformasikuhp. org , WWW. hukumanmati. web, Id , dan
WWW. pantaukuhap. id

d. Me Iakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat
Yang harus berhadapan dengan hukum terhadap isu-isu Yang menjadi fokus dari
Pemohon;

e. Menerbitkan berbagai macam buku inaupun bentuk-bentuk publikasilainnya
dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses
pengambi!an kebijakan negara inaupun daiam penyelenggaraan negara secara
urnum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip
perlindungan hak asasi inariusia daiam penyelenggaraan negara, pub!ikasi digital
Pemohon dapat dilihat disitus resini Pemohon diwww. icjr. or. id

14. Behwa seiain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif
masyarakat da!am pembangunan bangsa dan n'egara, penegasan serupa juga
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mengemuka di dalam seiumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasa1 1.5
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini
mengatakan bahwa setiap oreng, baik secara pribadi inaupun kolektif berhak untuk
mengembangkan dirinya dalam rangka meinbangun masyarakat, bangsa dan negara.
Bahkan di dalam Pasa1 1.6 Undang-Undang No. 39 Tahun 3,999 tentang Hak Asasi
Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk
mendirikan suetu organisasi untuk tujuan SOSial dan kebajikan, termasuk
menye!enggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi inariusia

1.5. Bahwa persoalan Yang menjadi obiek pengujian oieh Pemohon merupakan persoalan
seiuruh warga negara Indonesia yang bukan hanya urusan Pemohon, obiek
permohonan secara langsung bersentuhan dengan persoaien hak asasiinanusia dan
keadilan, khususnya daiam hukum pidana sehingga nYata menjadi persoa!an setiap
warga negara;

1.6. Bahwa dalam isu pembaharuan hukum pidana, Pemohon telah meIakukan berbagai
upaya. Daiam mendorong proses pembaharuan hukum pidana sesuai dengan visi misi
Pemohon yakni pembaharuan hukum pidana Yang sesuai dengan Hak asasi inariusia.
Pemohon telah me!akukan be be rapa hal yang diiakukan secara konsisten, yaitu :

a. Pemohon merupakan Koordinator A1iansi Nasional Reformasi KUHP (A1iansi
KUHP), A1iansiini meminki dua fokus utama: (i) mendorong Iahirnya rumusan-
ruinusan pengaturan dellk Yang berperspektif HAM dan tit) mendorong Iuasnya
partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dBlam
KUHP. Atas dasar itu, Ajiansi KUHP Yang dikoordinir o1eh Pemohon telah secara
konsisten meinbantu keria-keria pembahasan Rancangan KUHP inulai dari
penyusunan di Pemerintah 58mpai dengan pembahasan di DPR dengan
mengirimkan masukan langsung.

b. Pemohon telah meIakukan upaya terkait isu in akar sebagai bahan kajian. Secara
spesifik Pemchon telah meIakukan berbagai penulisan hukum terkait Pasal
"Makar" daiam KUHP, seiain itu juga Pemohon telah memberIkan masukan
secara langsung berupa DafLar !nventarisasi Masalah (DIM) ke DPR terkait
ruinusan Pasal"Makar" guna mendukung keri<,-keria pembahasan Rancangan
KUHP di DPR. (Vide Bukti P-4),

c. Pemohon dan A1iansi KUHP juga telah mehkukan diskusi-diskusi terfokus untuk
meinbahas persoalan Makar dan meIakukan diseminasiinformasi pembahasan
ke Pub!ik. (Vide Bukti P-4)

d, Lebih Ianjut seluruh keria-keria Aliensi KUHP dapat diakses pada
WWW. reformasikuhp. org (Vide Bukti P-41

17. Pemohon juga aktif meIakukan pembaharL. an hukum pidana meIaiuijalan pengujian
Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Datam semua putusan Mahkamah Konstitusi
dimana Pemohon menjadi Pemohon atau Pihak terkait, Pemohon dinyatakan me in 11iki
kepentingan hukum terkait isu-isu pembaharuan hukum pidana o1eh Mahkamah
Konstitusi dalam putusan-putusannya tersebut, diantaranya :
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a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 781PUU-XII2013 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum ACara Pidana terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 771PUU-XII/201.4 tentang Pemohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201.0 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1,945.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 761PUU-XII/201.4 tentang Pengujian Pasa1 245
UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945;

1.8. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian sepanjang frasa "in akar" dalam Pasa1 87,
Pasa1 104, 1.06, 1.07, 1.39a, 139b, dan 140 Undang-undang No. ,. Tahuri 1,946 merupakan
wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan
hak asasi manusia, keadilan dalam hukum pidana dilndonesia;

1.9. Frasa "Makar" yang tidak meini!iki definisi dalam KUHP kernudian berakibat pada tidak
adanya kepastian hukum. Bahwa kesalahan pemaknaan dan tenemahan yang berakibat
pada bergesernya pemaknaan "Makar" terlihat nyata dalam pasal-pasat yang ada dalam
Rancangan KUHP yang saat ini di bahas di Dpi{;

20. Bahwa dalam Rancangan KUHP tersebut, frasa "Makar" juga tidak didefenisikan
sebagaimana mestinya, justru Rancangan KUHP meinuat pengaturan Yang menambah
ketidak pastian hukum dari frasa "Makar", Datam Pasa1 191 Rancangan KUHP,
disebutkan bahwa :

"Mokor odoloh niot untuk melokukon suotu perbuoton yong teloh diwujudkon
dengon odoriyo permuloon peloksonoon perbuoton tersebut, "

Bahwa dari pengatLiian di atas, je!as-jelas Rancangan KUHP juga tidak menjawab apa
definisi d;^ri "Mekar" tersebut, vang seharusnya frasa "Makar" adalah "'aanslag" atau
"Serangan".

21. . Bahwa gagalnya rancangan KUHP mendefinisikan dan memberikan pijakan Yang tepat
terkait frasa "Makar" akan me langgengkan situasi ketidakpastian hukum dan hi!angnya
jaminan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, Iebih dari itu
mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi hukum pidana yang berkeadilan;

22. Bahwa da!am beberapa putt!sari Mahkamah Agung Yang dite!itI o1eh Pemohon (akan
dibahas Iebih Ianjut dalem pokok permohonan), 18ksa dan HBkim telah salah
menerapkan unsur "Makar", Makar hanya dimaknai sebagai unsur "niat" bukan
"perbuatan" sebagaimana mestinya, scFiingga dalam banyak putusan tersebut tidak ada
pembuktian terkait perbuatan "in akar Yang betarti"serangan";

23. Seianjutnya sebagai pihak Yang sangat fokus pada pembaharuan hukum pidana
sebagaimana telah disebutkan di atas, juga berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan
Pemohon dengan mandat dan toyuan untuk (1) Mendorong pembentukkan hukum

Yang berkeadi!an serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong
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kebijakan pembaharuan peradilan pidana Yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi
inariusia dan kebebasan dasar, adanya frasa "inakar" jelas-Ielas mengakibatkan
Pemohon tidak dapat mencapai tujuan Yang dimandatkan dalam Anggaran Dasar
Perkumpulan Pemohon;

24. Bahwa dengan demikian, adanya frasa in akar daiam Pasa1 87, Pasa1 1.04, To6, 1.07, 1.39a,
139b, dan 1.40 Undang-undang No. I Tahun 1,946 secara faktual atau setidak-tidaknya
potensial telah merugikan hak-hak konstitusiona! Pemohon Kehadiran Pasal o quo
dengan cara langsung in aupun tidak langsung telah me rugikan berbagai macam usaha-
usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus o1eh Pemohon da!am rangka
menialankeri tugas dan peranannya untL!k mendorong perlindungan, pemajuan dan
pemenuhan hak asasiinanusia, keadilan dalam hukum pidana chindonesia;

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas inaupun
kapasitas sebagai Pemohon pengujian Unde, rig-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
,. 945 sebagaimana ditentukan dalam Pasa1 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusijo. UU No. 8 Tahun 201.1. tentang Perubahan UU No. 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, inaupun seiumlah putusan Mahkamah Konstitusi
Yang memberikan penjelasan mengenai sYarat-syarat untuk menjadi pemohon
pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula
Pemohori memillki hak dan kepentingan hukurit me\Nakili kepentingan publik untuk
mengajukan permohcnan pengujian sepanjaiig frasa inakar Pasai 87, Pasa1, .04, 106,
1.07, 139a, 1.39b, dan 1.40 KUHP terhadap UUD 1945;

C. PokokPerkara

Pasa! 87

Pasa1 1.04

D;katakan ada makor 1/11tuk meIakukan suetu perbuatan, apabila niat untuk itu
telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam
pasa! 53.

Ruang lingkup Pasal yang diuji

Pasa1 1.06

Mokor dengan inaksud untuk me in bunuh, at au me railIPas kernerdekaan, at au
meniadakan kernampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
sementara paling lama dua puluh tahun

Pasa! 1.07

Makor dengan inaksud supaya seiuruEi etau sebagian dari wilayah negara,
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara
paling lama dua puluh tahun

(1) Makor dengan in aksuU untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan
pidana penjara paling lama Iima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makortersebbut dalam ayat I. , diancam
dengan pidana penjara seumur hidup at au pidana perilara sementara paling
lama dua puluh tahun
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Pasa1 ,. 39a

Pasa1 1.39b

Makor dengan in aksud me Iepaskan wilayah at au daerah lain dari suatu negara
sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang
berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama Iima tahun

Pasa1 140

MDkor dengan inaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk
pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan
pidana penjara paling lama empattahun

(I. ) Mokor terhadap nyawa atau kernerdekaan raja Yang memerintah atau
kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama Iima belas
tahun.

(2) Iika makor terhadap nyawa mengakibatkan kernatian atatI dilakukan
dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kernatian, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

(3) Iika makor terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu
mengakibatkan kernatian, diancam dengan pidana mati atau pidana perilara
seumur hidup atau pidana penJara sementara paling lama dua puluh tahun

Pasa!

ayat (1)

Pasa!

By at (1)

280

Argumentasi konstitusiona! yang digunakan

Setiap orang berhak atas pengakuaii, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum Yang adjl serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

28G Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa am an dan perlindungan dari an cainan ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Seiarah Perilberlakuan pasal"pasal daiam Undang-undang a quo

26. Bahwa undang-undang o quo merupakan peraturan hukum pidana POSitif Indonesia
Yang dalam seiarahnya berasa! dari Wetboek von Strofrecht voor Nederlandsch In die
I'WVSNl) Yang diberlakukan dilndonesia pertaina kali dengan Koninkl!Ik BeSIuit (Titah
Raja) Nomor 33 tertangga! 1.5 Oktober 193.5 dan inulai diberlakukan seiak tanggall.
Januari 19/8. WVSNl merupakan turunan dari WVS (Wetboek von Strofrecht ) negeri
Belanda yang dibuat pada tahun 1,881 dan diberlakukan di negara Belenda pada tohun
1,886. Walaupun WVSNl notabene turunan (copy) dart WVS Belanda, namun pemerintah
koionial pada saat itu menerapkan asas Konkordansi(penyesuaian) bagi pemberlakuan
WVS di negara Iaiahannya. b. ;'ierapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi
dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

27, Bahw;I setelah Indonesia menyatakan kernerdekaannya pada tahun 1945, untuk
mengisi kekosongan hukum pidana yang diber!akukan chindonesia in aka dengan dasar
Pasalll Aturan Peralihan Uuo 3,945, WVSNl tetap diberlakukan. Pemberlak~,:*an WVSNl

,
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menjadi hukum pidana Indonesia in jinenggunakan Undang-undang Nomor I Tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana!ridonesia. Daiam Pasal VI Undang"undang
Nomor I Tahun 1,946 disebutkan bahwa nama Wetboek von Strojrecht voor
Nederlondsch-Inche diubah menjadi Wetboek von Strofrecht dan "dapat disebut Kitab
Undang-undang Hukum Pidana". Di samping itu, undang-undang jin juga tidak
memberIakukan kernbali peraturan- peraturan pidana yang dikeluarkan seiak tangga1 8
Maret 1942, baik yang dikeluarkan o1eh pemerintah Iepang inaupun o1eh panglima
ternnggi Baiatentara Hindia Belanda,

28. Bahwa pasal-pasal o quo merupakan saduran dari Wetboek von Strojrecht VODr
Nederlondsch Inofe jVt'vsNl) dengan penjeiasan sebagai berikut: (Bukti P- 5)

Pasal

Pasal

87

KUHP tenemahan versiBPHN

Diketakan ada inakar untuk

me Iakukan perbuatan,suatu

apabila niat untuk itu telah
ternyata dari adanya permulaan
pelaksanaan, seperti dimaksud
dalam pasa1 53.

Pasal

1.04

Makar dengan inaksud untuk
mein bunuh, atau merampas

kernerdekaan, atau meniadakan
kernampuan Presiden atau Wakil
Presiden memerintah, diancam
dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau pidana
peniara sementara paling lama dua
pu!uh tohun.

Art wetboek vonStrofrechtvoor
Nederlondsch Indie (WVSNl)

(engelbrecht)
Art

87

Pasal

1.06

Aanslag tot een felt bestaat,
zoodra het voomemen des

daders zich door een begin van
uitvoering, in den .. zin. .. art 53
heeft geopenbaard.

Makar dengan inaksud supaya
seluruh atau sebagian wi!ayah
negara Iatuh ke tangan musuh
atau memisahkan sebagian dan
wilayah negara, diancam dengan
pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara sementara paling
lama dua pu!uh tahun.

Art

1.04

De aanslag ondemomen met
het Dogmerk om den koning, de
regeeren de Koningin of den

het Ieven ofRegent van

devrijheid to berooven of tot
regeeren origeschikt to maken,
wordt gestraft demet

doodstraft of Ievenslange
gevangenstraf of tjidelijke \, an
ten hoogste twintigjaren

Pasal

1.07

(1) Makar dengan inaksud untuk
menggulingkan pemerintah,
diancam dengan pidana penjara
paling lama Iima be!as tahun.

Art

106

De aanslag ondemomen met
het Dogremek hetOm

grondgibied den staatvan

geheel of gedeeltlijk Dinder
vreemde heerschappij to
brengen of om een deel daarvan
aff te scheiden. Wordt gestraft
met Ievenslange gevangeisstraft
of titdlr. .van ten hoogste
twinting Iaem

.

Art

107

(1) De aanslag on dernomen met
00gmerkhet. 01n

omwenteling teweeg te
brengen. wordt gestafct melt
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(2) Parapemimpin dan pengatur
inakar tersebbut dalam ayat I,
diancam dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara
sementara paling lama dua puluh
tahun

Pasal

,. 39a

Makar dengan in aksud

malepaskan wilayah atau daerah
lain dan suatu sahabatnegara

untuk seluruhnya atau sebagian
dari kekuasaan pemerintah yang
berkuasa di situ, cliancam dengan
pidana perilara paling lama Iima
tahun.

gevangenisstraf of tijdleke
van ten hoogste vijftien jaren

(2) Leiders en aaleggers van een
aanslag ais in het eerste lid
bedoeld. Worden gestraft

Ievenslangemet

gevanngemisstraft of

tujdekijke van ten hoogste
twinting jaren.

Pasal

1.39b
Makar dengan inaksud untuk
meniadakan mengubahatau

tidak sah bentuksecara

pemerintahan negara sahabat atau
daerahnya yang lain, diancam
dengan pidana penjara paling lama
empattahun.

Art

3.39a

De aans!ag ondemomen met
het o0gmerk hetOm

grondgebied eenvan

bevrienden staat geheel of
gedeeltelijkte onttrekken aan de
heerschappij van het aidaar
gevestigd gezag. Wordt gestraft
met gevangenisstraft van ten
hoogse vijfjaren

Pasal

1.40

(1)

Art

1.39b

Makar terhadap nyawa atau
kernerdekaan raja yang

memerintah atau kepala;
negara sahabat, diancam
dengan pidana perilara

paling lama Iima belas tahun.
Iika inakar terhadap nyawa
berakibat kernatian atau

dilakukari dengan rencana

terlebih dBhulu, diancam
dengan pidana perilara

pain g lama dua puluh tahun.
Jika inakar terhadap nyawa
dilakukan dengan rencana
ter!ebih dahu!u

mengakibatkan kernatian,
diancam dengan pidana mati

De aanslag ondemomen met
o0gmerkhet denOm

gevestigden regeeringsvorm van
een bevrienden staat of van

eeriekolonie of ander

gebiedsdeel van een bevrienden
staat te vernietegen of op
onwettige witze to veranderen,
wordt gestraft met

gevangenisstrafL ten

hoogste vierjaren

(2)

(3)

Art

1.40

(1) De Banslag op het Ieven of
de vrijheid eenvan

regreeringvorm '10rst of
ander hoofd

bevrienden

gestraft
gevangenisstraft van

hoogste vijftien jaren.

(2) Indien de aanslag op het
Ieven den dood ten gevolge
heeft of met voorbedachten

rade wordt ondermanen,
wordt Ievens!ange
gevangenisstraft of tjidelijke
van ten hoogste twinting
jaren opglegd,

(3) In dien aanslag op het

van

van

56at

een

wordt

met

ten

Uc
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atau pidana penjara seumur
hidup ateu pidana penjara
sementara paling lama dua
puluh tahun.

29. Bahwa menurut ketentuan yang diatur daiam Pasai Vlll angka 1.2 Undang-Undang NO I.
Tangga1 26 februari 1,946, Berita Republik indonesia 11, Kata-kata "de regeeren de
Koningin of den Regent" dalam rumusan pasa1 1.04 Wetboek van Strafrecht diatas
diganti dengan kata-kata den president of den vice-president, sehingga ruinusan pasal
1.04 WVS atau pasa1 104 Kitab Undang Undang Hukum Pidana berbunyi: De o0ns/o9
ondemomen met bet o09merk om den koning, den president of den vice-Presdient von
hetieven ofdevr!Iheid te bereoven of totregeeren origeschikt te inoken, wordt gestroft
met de doodstroft of Ievenslonge gevongenstrof of tjTdeljjke von ten hoogste twinti^
loren

30.8ahwa daiam perkembangannya, beberapa kalilndonesia meiniliki KUHP "versi
tenemahan". Namun Sampai dengan saat ini, beium ada peraturan perundang-
undangan Yang menetapkan tenemahan WVSNl versi inaria Yang dipakaisecara hukum,
dengan kata lain, Indonesia masih menggunakan KUHP versi bahasa belanda atau WVSNl
dengan tenemahan versi tidak berdasarkan penetapan o1eh peraturan perundang-
undangan;

31. Bahwa setelah Undang-Undang NO ITahun 1,946, inaka pasal-pasal Undang-Undang o
quo yang dimohonkan belum pernah diubah sekalipun o1eh Pemerintah Indonesia

sebagai suatu kebijakan kriminal yang baru diatur seiak diberlakukannya Undang-
Undang o quo pertaina kali, .

Ieven met voorbedachten

rade ondemomen den dood

ten gevolge heeft, wordt de
doodstraf of Ievenslange
gevangenisstraf of tijdelijke
van ten hoogste twinting
jaren opgelegd

32. Bahwa sampai saat inijuga belum ada peraturan perundang-undangan Yang secara
resini menerjemahkan WVSNl. Tenemahan-tenemahan dari Moeljatno, Soesilo, dan
Badan Pembinaan Hukum Nasiona!, bukanlah merupakan tenemahan resini yang
disahkan o1eh Pemerintah. Dengan perkataan lain, KUHP saat in I ada dari dua bahasa

Yakni Belanda dan Indonesia.

Sepanjang tidak dimaknai sebagai serangan, frasa Makar daiam Pasa1 87, Pasa1 1.04, 106,

to7, 139a, 139b , dan L40 Undang-udang No. ITahun L946 (KUHPj bertentangan dengan

Pasa1 28 D (L) UU. L945 dan Pasa1 28G ayat(11

33. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar
pada prinsip kedaulatan rakYat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, halini
sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal I BYat (3) UUD 1945 Yang dengan
tegas menyatakan, "Negoro Indonesio odoloh Negoro Hukum ;
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34. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta
tegaknya prinsip kepastian hukum, halini sebagaimana dikemukakan o1eh Gustav
Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (Idee des Rechts), yang kernudian
dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat dik!asifikasikan ke dalam tiga
prinsip urnum, yaitu: purposiveness-kernanfaatan (zweckmossigkeit), justice-keadilan
(gerechtigkeit), dan legol certointy-kepastian hukum (rechtssicherheit)

35. Bahwa 'kepastian hukum' atau legol certointy daiam tradisi klasik the rule of law
menurut pendapat dan Friedrrich von Havek ada!ah salah satu atribut utama dari the
rule of law, selain dua atribut lainnya, Yakni atribut berlaku urnum (generolity), dan
at ribut kesetaraan (equolity);

36, Bahwa kepastian hukum (legolcertointy) menurut pendapat Havek berarti hukum dapat
diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat
me in perkirakan peraturan apa Yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan
tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang
sangat terkait dengan kebebasan bertindak dariseseorang;

37. Bahwa seialan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah
menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang
negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di daiam Pasa1 280 ayat (1) UUD
1,945, "Setiop orong berhok otos pengokuon, joiningn, perl^^dungon, don kepostion
hukum yong ooflsertoperlokuon yong somo of hodopon hukum";

38. Bahwa merujuk pada pendapat Prof, Dr. Nurhasan Ismail, sebagaimana dikutip dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31PUU-Vin/2010 pada Pengujian UU No. 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wi!ayah Pesisir dan Puiau-Pulau Kecil (halaman 74),
dikatakan bahwa kepastian hukum didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi
acuan berperi!aku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikator dan
ukurann\, a. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan
kepastian hukum meliputi:

a, Norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang
inaupun konsistensi horizontal dengan undang-undang Yang lain ataupun
konsistensi secara verbikal dengan peraturan perundang-undangan Yang Iebih
tinggi, daiam halini adalah dengan UUD 1945;

b. Konsep penormaannya atau ruinusan normanya tidak mengandung multi inakna,
tidak mengandung multitafsir;

C.

39. Bahwa se!ain dBlam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, salah satu asas dalam
meinbentuk peraturan perundang-undangan dB!am UU No. 3.2 Tahun 201.1 tentang
Pembentiikan Peraturan Perundang-Undangan adalah kejelasan tujuan dan kejelasan

Ada suatu implikasi Yang sangat leias terhadap pi!ihan-pilihan perilaku Yang sudah
dial"r di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan.

,
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rumusan, Yang meIa!ui penjelasan Pasa1 5 No. 12 Tahun 201.1. tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ini diartikan sebagai:

by setiop pembentukon peruturon perundong-undongon horus meinpunyoitujuon
yangjelos yang hend@kdic@poi;

11 setiop Peroturon Perundong-undongon horus memenuhi persyoroton teknis
penyusunon peroturon perundong-undongon, 51stemotiko, pinhon koto atau
istilah, serto bohoso hukum yang leias don mudoh dimengertisehinggo tidok
menimbulkon betoogoimacominterpretesid@loinpel@ks@noonnyo.

40. Bahwa Yang dimaksud dengan kata "Aonslog" dalam pasal-pasal Aquo kebanyakan
penerjemahan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata "Makar".

41. Bahwa Menurut Djoko Prakoso, berdasarkan kesimpu!an buku 'rindak Pidana Makar
Manurut KUHP" Yang ditulis dan diterbitkan pada 1985, Kata "Makar" merupakan
tenemahan dari kata "Aanslag" yang berarti"Serangan". KUHP kita tidak memberikan
defenisinya namun hanya penafsiran Yang otentik (khusus) Yang terdapat daiam Pasal
87 KUHP. (Bukti P-6)

42. Bahwa menurut Lainintang, iika dihubungkan dengan tindak pidana Yang diatur dalam
Pasa1 1.04 KUHP kiranya "Aunslog" hanya tepat diartikan sebagai aanval(serangan) atau
sebagai misododrge ouninnding (penyerangan dengan inaksud tidak baik)(Bukti P - 7)

43. Bahwa Winono Prodjodikoro juga menggunakan kata "Makar" sebagaiterjemahan kata
"Aanslag", Yang menurut beliau adalah "Serangan". Sehingga dapat dipahami bahwa
menurut Winono Prodjodikoro, "Aanslag" adalah "Serangan, " (Vide Bukti P-6)

44, Bahwa R, Soesilo dalam komentarnya terkait KUHP, disebutkan bahwa "aanslag (in akar
atau penyerangan) it11 biasanya ditakukan dengan perbuatan kekerasan". Bahwa
kernudian perbuatan in akar (aanslag) ditujukan tergantung pada tujuan Yang tercantum
pada pasal, misainya Pasa1 104 yaitu meIakukan "penyerangan dengan perbuatan
kekerasan dengan niat heridak meinbunuh atau merampas kernel'dekaan atau
menjadikan tidak cakap memerintah Presiden atau Wakil Presiden; (Bukti P-9)

45. Bahwa R. Soesilo secara konsisten memberikan komentar terkait delik-delik Maker

sesuai pemahaman Makar sebagi serangan dengan kekerasan, komentar daiam pasal
lain misalnya daiam Pasa1 107 KUHP, R. Soesilo berkomentar bahwa Pasa! 107 KUHP
adalah meIakukan "penyerangan dengan perbuatan kekerasan dengan inaksud dari
penyerangan ini adalah menggulingkan pemerintahan; (Vide Bukti P-9)

46. Bahwa apabi!a diteliti secara historis, dalam KUHP versi Baiai Pustaka 1,921 (sebelum
kernerdekaan), "Banslag" tidak serta inerta diterjemahkan menjadi"in akar" me lainkan
disandingkan, bahkan dalam bebetapa pasal seperti Pasa1 3.40, tidak digunakan frasa
"Makar" me!ainkan menggunakan langsung frasa "aanslag". Barulah pada KUHP versi
Balai Pustaka 1,940, frasa "mekar" inulai digunakan berdiri sendiri daiam be berapa pasal
seperti Pasa1 1.39a, 1.39b dan Pasa1 140. Namun begitu frasa "maker" masih disandingkan
dengan "^an slag" dBlam seluruh pasal awal tentar, s :71akar;
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Pasal

Pasal

87

KUHP versi Balai Pustaka ,. 92, .

Maka adalah Makar (aanslag),
kalau telah ada pertjobaan iang
boleh dihokoem akan meIakoekan

percobaan iang dimaksoed

Pasal

1.04

Makar Iaanslag) iang dimoelai
dengan inaksoed (niat) hendak
meinboenoeh Baginda Radja,
Baginda Ratoe (Radja perempoean)
atau Pemangkoe Radja, atau
dengan niat hendak merampas
Kebebasan mereka itoe atau

hendak mendjadikan mereka itoe
tiada sanggoep memerintah,
dihoekoem dengan hoekoeman
mati atau hoekoeman pendjara

hidoep at ause oemoer

pendjara bagihoekoeman

sementara selama-lamanja doea
poeloeh tahoen.

Pasal

Pasal

87

KUHP versi Balai Pustaka ,. 940

Makar (aanslag) akan sesoeatoe
perboeatan itoe ada, kalau
soedah njata in aksoed orangnja,
karena soedah dimoelainja
mendjalankan perboeatan itoe
menoeroet in aksoed pasa1 53

Pasal

1.06

Pasal

104

Makar Iaanslag)iang dilakoekan
dengan in aksoed (niat) hendak
meinboenoeh Baginda Radja,
Baginda Ratoe (Radja
perempoean) atau Regent, atau
dengan niat heridak me rampas
kernerdekaan mereka itoe at au

hendak mendjadikan mereka
itoe tiada sanggoep
memerintah, dihoekoem mati
atau pendjara seoemoer hidoep
atau pendjara sementara
selama-lamanja doea poeloeh
tahoen,

Makar (aanslag) iang dimoelai
hendakin aksoeddengan

mena'joekkan tanah djadjahan
sekali atauKeradjaan sama

kebawahsebahagiannja
pemerintah asing atau dengan niat
heridak memisahkan sebahagian
dari djadjahan itoe, dihoekoem
dengan hoekoeman pendjara

hidoep atauSe Demoer

pendjara bagihoekoeman

sementara seiama-lamanja doea
poe!oeh tahoen.

Pasal

1.07

Pasal

1.06

Makar (aaiISIag) iang dimoelai
heridakinaksoeddengan

meniadakan bangoen pemerintah
iang sah menoeroet grondwet atau
peratoeran pergantian naik tachta

heridakkeradjaan, atau

mengoebahnja dengan dialan iang
tidak sah, dihoekoem dengan
fioekoeman pendjara seiama-

Makar Iaanslag)iang dilakoekan
hendakdengan niat

mena'10ekkan tanah djadjahan
keradjaan sama sekali atau

kebawahsebahagiannja
pemerintahan atau

heridakdengan niat

memisahkan sebahagian dari
djadjahan itoe, dihoekoem
pendjara se'oemoer hidoep

pendjara sementaraatau

selama-lamanja doea poeloeh
tahoen.

lamanja Iima belas tahoen
,

Pasa

107

asing

(1) Makar (aanslag) iang
di!akoekan dengan niat heridak
memoetar negeri, dihoekoem
pendjara seiama-lamanja Iima
belas to hoen.

(2) Pemimpin dan pengatjoe
mengatjoe-atjoekan)(iang

in akar jang terseboet pada ajat
pertaina, dihoekoem pendjara

hidoep at ause Demoer
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Pasal

3.39a

Aansiag iang dilakoekan dengan
in aksoed akan me Iepaskan daerah
negerijang bersahabat atau
djadjahan atau bahagian daerah
negerijang bersahabat dari
pemerintahan koease iang ada
disitoe, baik sama sekali,
in aoepoen sebagiannja,
dihoekoem dengan hoekoeman
pendjara se!am a-lamanja Iima
tahoen

Pasa!

139b

Aanslag iang dilakoekan dengan
in aksoed akan me in binasakan atau

mengoebah dengan d Ialan iang
sah peratoerantidak

pemerintahan iang telah tetap dari
bersahabatsoeatoe negerijang

atau dari soeatoe djadjahan atau
soeatoe bagian daerah lain dari
soeatoe negerijang bersahabat,
dihoekoem dengan hoekoeman
pendjara selama-lamanja empat
tahoen,

endjara sementara selama-
am anja doea poeloeh tahoen.

asal

39a

Makar iang dilakoekan dengan
inaksoed akan meIepaskan
daerah negerijang bersahabat
atau djadjahan atau bahagian
daerah negerijang bersahabat,
baik sama sekali, inaoe poen

padadarisebagiannja
pemerintahan iang koeasa
disitoe, dihoekoem pendjara
selama-lamanja Iima tahoen,

Pasal

1.40

Pasal

139b

(1) Aanslag atas njawa atau
kernerdekaan radja iang
memerintah atau kepala lain

keradjaandari lang

bersahabat Idengan negeri
Belanda), dihoekoem dengan
hoekoeman pendjara selama-
lamanja Iima belas tahoen.

(2)Djikalau aanslag itoe

mati, - ataumenjebabkan
dikerdjakait dengan sengadja,

dikenakanlahin aka

pendjarahoekoeman

atause oemoer

pendjarahoekoeman

sementara se!ama" lamanja

doea poeloeh tahoen

(3) Djikalau aans!ag atas njawa
dilakoekan denganlang

sengadja itoe menjebahka

Makar iang dilakoekan dengan
inaksoed akan meinbinasakan

atau mengoebah dengan dialan
iang tidak sah peratoeran
pemerintahan iang telah tetap
dalam sesoeatoe negerijang

daiambersahabat atau

djadjahan atausesoeatoe

bagian daerah lain dari negeri
iang betsahabat, dihoekoem
pendjara seiamalamanja empat
tahoen.

Pasa

1.40

(1) Makar menghilangkan njawa
at au kernerdekaan radja iang
memerintah atau kepala lain

keradjaandalam lang

dihoekoembersahabat,

pondjara selama-lamanja
Iima belas tahoen.

(2) Djikalau inakar itoe
menjebabkan mati, atau

sesoedahdikerdjakan
Iebihdipertimbangkan
in akadahoe!oe,

dikenakanlah hoekoeman

pendjara se'oemoer hidoep
atau hoekoeman pendjara
sementara selama-lamanja
doea poeloeh tahoen,

in akarDjikalau
menghilangkan njawa iang

sesoedahdiiakoekan

hidoep

(3)
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mati, inaka dikenakanlah
hoekoeman mati at au

pendjarahoekoeman

atause oemoer

pendjarahoekoeman

selama-lamanjasementara

doea poeloeh tahoen.

47. Bahwa bukti seiarah pedalarian pengaturan frasa "inakar" Yang dapat diakses me Ialui

KUHP tenemahan versi balai pustaka menunjukkan bahwa frasa "in akar" adalah identik

bahkan merupakan tenemahan langsung dari frasa "aanslag" dengan demikian inaka

frasa "in akar" harusnya me iniliki pemaknaan Yang sama dengan frasa "aanslag" Yang

berarti serangan;

hidoep

48. Bahwa apabila dilte!aah Iebih otentik, beadasarkan Memorie von Tollchting (MVT) KUHP
di Belanda, definisi dan pengertian tersebut juga pernah ditanyakan o1eh Raad Van
State pada waktu Pasa11.04 KUHP dibentuk. Dan dalam jawabannya Meriteri Kehakiman
telah menjelaskan bahwa apa Yang dimaksudkan dengan o0nslog op de person iaiah
elke o'00d von geweld tegen de person atau setiap tindak kekerasan terhadap
seseorang. (Vide BL:xii P-7 dan Bukti P-8)

49. Bahwa, menurut Prof. Novon dan Prof. Langemeijer, kebanyakan "Aonslog" merupakan
tindak kekerasan atau setidak-tidaknya merupakan percobaan-percobaan untuk
me Iakukan tindak kekerasan. (Vide Bukti P-71

Iebihdipertimbangkan
itoedahoeloe

menjebabkan mati inaka
dikenakanlah hoekoeman

mati atau hoekoeman

pendjara se'oemoer hidoep
atau hoekoeman pendjara
sementara seiamalamanja
doea poeloeh tahoen.

50. Bahwa untok me in ahamiserangan seperti apa yang dimaksudkan dalam frasa "aanslag"
yang seharusnya menjadi pemaknaan dalam frasa "inakar", sesungguhnya dapat diiihat
dari MVT pembahasan frasa "aanslag itu sendiri":

Bahwa berdasarkan MVT Loporon ipembohoson) Panemen terkoit POSol inokor dojom 107

KUHP, berikutJowobon Pemerintoh fuerumus)

Verslog von de Tweede Kgmermet Regeeringsontwoord

De RUGd von Stote mookte de opmerking, dothet begrip von o0nslog 20ndermeerte onbestemd

is Qin I'n een Wetboek von Strojregt strojboor re worden gusteld. (Zie odvies, od ortt. IZ8, 1/9,

125 1109, 110, 1161). De Regei~ing ontwoordde (zie rapport), dot eerie Gunvulling overbodig

scheen, Qindot in de @0ngehoolde ortikelen niet, onbepoold von een Grinslog moor von een

Donslog op den persoon wordt gesproken, en de uitdrukking elke dood von geweld (metihbegrip

von de poging) Qinvot, weike ondemomen wordt tegen de in die ortikelen genoemde booge

personen, di^ niet volt in eerie zwoordere strojbepofing, Eerie minderheid der Coinmissie wos

von oofdee4 dot de strekking von o0nslog in de ortt. LOO en 1011U^^t o0k door deze toelichting

der Regering niet duideljk is. jinmers het geldt hier niet een o0nslog op den persoon. Moet nu

desniettegenstoonde toch offeen @0n Hnden von geweld worden qedocht? DJt 20u echter niet
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overeenstemmen met, de beputing von ort. 88 1791, woorvon de strekking veelverder relkt. Aun
den gridere kontzou bet begrip to ruim kurinen worden opgevot. Voorolin et gevo von or .
20u de onbestemdheid vonoonslogtot verkeerde proktische gevolgen urinen ei en, e
pogingen, door inIddel von geschrjjten of vereenigingen ondemomen om den grond wettigen
regeringsvorm longs vreedzomen weg to veronderen, o1s strojbore o0nslog vo gens o
kurinen worden gequoInceerd.

dot de interpretotie veing o0n de jurisprudentie konDe Coinmissie is echter von meening,

worden overgeloten, v"elke in de o19emeene bepaling der strofbore poging een voidoen en
leiddrood vindt Din den o0nslog weIke bier bedoeld wordt re ondersc eien von
werenschoppeljjke verhondelingen Dipolitieke besprekingen.

De uitdrukking "Donslog"20u, toolkundig, oneen bezwoor kurinen hebben voor zooveel betreft
hetlootstejeitin ort. 101 genoemd verondering von regeeringsvorm oftroonopvolging on o0

' op nietstrofwoordige warze beo09d worden.

Door de b^voeging "op onwettige warze 'I^ de zin verduidelirkt.

ILOporon ipembohoson! Pgrlemen berjkutJowobon Pemerintqh
Dewan Negara mengatakan bahwa pengertian 'aanslag' (serangan) sudah pas. iter a u samar
untuk (dapat) dipidana of dalam Kitab Hukum Pidana, (Lihat pendapat, ad ant. it8, t, .9, 125
1109, 110, 1161). Pemerintah telah menjawab (!ihat laporan), Yang tampaknya berlebihan untu
ditambahilagi, karena, di dalam pasal-pasal Yang dikutip, serangan tidak se a u jina su a

istilah tersebut meliputi setiap tindakansebagai serangan terhadapdiri seseorang, serta
kekerasan (termasuk percobaan untuk itu), Yang diambil(dan ditujukan) terhadap Drang"orang
penting Yang tercantum di daiam artikel-artikeltersebut, yang tidak termasu i a am sua u
ketentuan pidana Yang memberatkan.

DenganTenemahan :

Sebagian kecii dan anggota Komisitperancanj;, red. I menilai bat:wa ruang lingkup serangan
daiam Pasa1 1.00 dan 1.01 menjadi tidak jelas, justru dengan adanya penjelasan Pemerin a ini.
Bagaimanapun juga, di sini tidak berlaku serangan terhadap diri seseorang. Apa a emu
hanya dapat diartikan sebagai tindakan-findaken kekerasan saia. Akan tetapi, itu ti a a an
sesuai dengan ketentuan Pasa1 88 1791yang lingkupnya jauh Iebih Iuas. Di SISilain, isti a itu isa

Pasa! LOT, ketidakjelasanladi(justru) ditafsirkan ter!alu Iuas. Terutama dalam kaitannya dengan
pengertian 'serangan' akan dapat menyebabkan dampak-dampak praktis Yang eiru, se a
percobaan-percobaan Yang dilakukan dengan tulisan, atau serikat~seri at, untu mengu
pemerintah Yang konstitusional me Ialuijalan darnai, (dianggap) sebagai'serangan' Yang dapat
dipidana sesuai dengan Pasal IDL.

aman untuk diserahkan kepadaNamun, Komisi(tetap) beenggapan, bahwa penafsirannya
yurisprudensi - Yang Idapat) menemukan cukup arahan bagi pengertian urnum suau
percobaan Yang dapat dipidana, untuk meinbedakan serangan Yang jina su isin' i
kegiatan akademis atau diskusi ^'skusi polltik. 1stilah aanslag' in ungkin, secara ba asa, anya

.

\
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akan menimbulkan keberatan terkait uraian terakhir pada Pasa1 1.01; perubahan dari bentuk
pemerintahan atau penerus tahta juga dapat dicapai me iaiui cara Yang tak lavak untuk ipi aria.
Dengan tambahan 'secara me langgar undang-undang', kalimat itu menjadilebih jelas. l

51. Bahwa daiam perdebatan Yang tenadi pada pembahasan frasa 'aanslag', Pemerintah
Belanda pada saat itu secara tegas menjelasken bahwa Yang dimaksud dengan serangan
adalah "serangan tidak seialu dimaksudkan sebagai serangan terhadap diri seseorang,
serta istilah tersebut meliputi setiap tindakan kekerasan (termasuk percobaan untuk
itu), Yang diambil(dan ditujukan) terhadap oreng-orang penting yang tercantum di
dalam artikel"artikel tersebut, yang tidak termasuk di dalam suatu ketentuan
pidana yang memberatkan. ";

52, Bahwa pengertian tersebut tidak serta inerta diterima o1eh sebagian anggota par!emen
Yang ingin me mastikan bahwa istilah serangan Yang demikian tidak boleh menye a an
dampak-dampak praktis yang keliru, serta percobaan-percobaan yang ia u an
dengan tulisan, atau serikat-serikat, untuk mengubah pemerintah yang konstitusional
me Ialuijalan darnai;

53. Bahwa berdasarkan dari uralan diatas inaka menerjemahkan Aonslog sebagai
"Makar" dalam undang-undang a quo Yang tidak disertai dengan adanya pema naan
secara otentik berdasarkan tujuan aslinya atau originolintent dari frasa inakar
sebagai serangan tidak dapat diterima;

54, Bahwa seianjutnya apabi!a dilihat Makna "Makar' dalam Kamus Besar

Puku1 22:21 W!B ) Makar diartikan sebagai:

I) okol busuk; tipu musffhot,
21 perbuoton jusoho) dengon innksud hendok menyerong finembunuh) orong, don

sebogoinyo,
3) perbuoton (usoho) nien/'otuhkon pemerintoh yong soh. ....."

55. Bahwa dari inakna Makar berdasarkan KBBl di atas dapat dilihat bahwa pengertian
"Maker" bergeser dari inakna aslinya yang menerjemahkan kata aanslag , Makar
dalam KBBljustru mengadopsi pengertian diluar pemaknaan awal sebagai serangan
seperti akal busuk dan tipu muslihat sehingga mengaburkan pemaknaan original dari
in akar itu sendiri;

56. Bahwa apabila pengertian daiam KBBl dimasukkan pengertiannya dalam delik pidana
dalam KUHP, inaka akan tenadi kerancuan, sebagai contoh dalam Pasa1 1.04 KUHP Yang
akan berbunyi:

"akal busuk dengon inoksud untuk meinbunuh, otou merompos kernerdekoon,
otou meniodokon kernompuon Presiden otou Wokil Presiden memerinton,
dioncom dengon pidono inoti otou pidono periloro seumur hidup otou pidono
periloro sementoro pofing loino duo puluh tohun.

Indonesia, (Lihat htt

Bahasa

kbbi. web. id maker , diakses pada Minggu, 5 Februari 201.6
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Atau :

'tierbuoton Iusoho) menjotuhkon pemerintoh yang soh dengon inoksud untuk
meinbunuh, otou merompos kernerdekoon, otou meniodokon kernompuon
Presiden otou Wok^^ Presiden memerintoh, digncom dengon pidono inoti otou
pidono penjoro seumur hidup otou pidono periloro sementoro paling loino uo
puluh tohun. "

57. Bahwa apabila meIihat pemaknaan pasal di atas, inaka Makar' akan sangat jau
berbeda dengan inaksud pengaturan "inakar" sebagai kata ganti'aanslag' daiam
bahasa Indonesia, kesalahan penerjemahan ini bahkan telah meTubah pema naan
dalam KBBl, Yang secara langsung juga menunjukkan adanya esaa an aam
penerjemahan frasa "aanslag ;

Bahwa, jika "Aanslag" langsung diartikan sebagai Serangan sebagaimana arti
sesungguhnya, inaka pasa! 1.04, 1.06, 1.07, 1.39a, 1.39b dan 1.40 memberikan gain aran
Yang jelas, perbuatan apa Yang dianYatakan sebagai delik pidana, ya in serangan.
Dengan ruinusan sebagai berikut:

58.

Pasal

Pasai

104

Serangan dengan in aksud untuk meinbunuh, atau me rampas kernerdekaan,
atau meniadakan kernampuan Presiden atau Wakil Presiden memerinta ,
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pi aria
penjara sementara paling lama dua puluh tahun

Pasal

1.06

Serangan dengan inaksud supaya se!uruh atau sebagian wilayah negara Iatuh
ke tangan musuh atau me misahkan sebagian dan wilayah negara, diancam
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling
am a dua pu!uh tahun.

Pasai

3.07

(1) Serangan dengan inaksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam
dengan pidana penjara paling lama Iima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur serangan tersebbut dalam ayat I, diancam
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling
lama dua pu!uh tahun

KUHP

Pasal

1.39a

Serangan dengan inaksud meIepaskan wi!ayah atau daerah lain dari SUBtu
negara sahabat untuk seiuruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah
Yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama Iima
tahun

Pasa!

1.39b

Serangan dengan inaksud meniadakan atau mengubah secara tida sah
bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya Yang lain, diancam
dengan pidana perilara paling lama empat tahun

Pasal

1.40

(1) Serangan terhadap nyawa at au kernerdekaan raja Yang memerintah atau
kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama jina
belas tahun.
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(2) Jika serangan terhadap nyawa mengakibatkan kernatian atau dilakukan
dengan rencana ter!ebih dahulu mengakibatkan kernatian, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua puluh tahun

(3) Iika serangan terhadap nyawa di!akukan dengan rencana terlebih dahulu
mengakibatkan kernatian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana perilara sementara paling lama dua puluh tahun

59. Bahwa pada dasarnya "Makar" atau "aanslag" adalah sebuah perbuatan, yaitu
perbuatan "serangan", kernudian, serangan sebagai metode tersebut meiniliki tujuan
masing-masing yaitu tergantung pada delik daiam pasal, misalnya Pasa1 1.04 adalah
serangan dengan inaksud meinbunuh presiden, Pasa1 2.05 adalah serangan dengan
inaksud memisahkan diri dari wilayah negara, Pasa1 107 adalah serangan dengan
in aksud menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya;

60. Bahwa pasa1 87 KUHP terdapat dalam buku kesatu KUHP mencantumkan juga frasa
"Makar" namun hat itu bukan merupakan pengaturan mengenai definisi dari Makar .
Pasa1 87 yang berbunyi "Dikotokon udo inokor untuk melokukon suotu perbuoton,
upobilo ribt untuk itu teloh ternyoto don odoriyo permuloon peloksonoon, seperti
dimoksud doloin POS01 53't dimaksudkan untuk mengatur perluasan
pertanggungjawaban pidana khusus untuktindak pidana inakar atau aanslag dimana
dalam hal inakar, pertanggungjawaban pidana sudah ada apabila niat untuk itu telah
ternyata dari adanya permulaan petaksanaan. Dari rumusan pasa! tersebut, in aka unsur
utama nya adalah (1), Niat dan (2) Permulaan pelaksanaan, sehingga tidak juga
memberikan definisi pada arti"Makar";

61. Behwa Pasa1 87 sebagai bentuk pertanggungjawaban "Makar' menghilangkan syarat
ketiga daiam percobaan dan hanya mengadopsi unsur pertaina dan kedua, yaitu niat
dan permulaan perbuatan, Ialu unsur "tidak seiesainYa pelaksanaan itu, bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" dihapuskan, sehingga apabi!a seseorang
sudah meiniiiki niat dan ada permulaan peleksanaan untuk meIakukan inakar ateu
serangan, pertanggungjawaban pidana sudah dianggap ada, tanpa perlu
me in pertimbangkan unsurselesainya pelaksanaan perbuatan;

62. Bahwa pemahaman unsur Pasa1 87 hanya dapat dilakukan apabila inakar dimaknai
sebagai sebuah perbuatan yang meiniliki perluasan pertanggung. jawaban sendiri, apabila
"in akar" hanya dimaknasi sebagai kata "SIfat" atau "niat" sebagaimana dalam KBB; atau

inakna inakar seiama ini, inaka jelaslah pengertian itu berpotensipergeseran

menimbulkan tenadinya ketidakpastian hukum;

63. Bahwa daiam delik pidana, keharusan perumusan pidana yang bersandar pada asas
kejelasan tujuan dan kejelasan ruinusan merupakan bagian dari asas hukum pidana Yang
utama yaitu asas legalitas. Bahwa persoa!an keje!asan tujuan dan kejelasan rumusan
tidak hanya daiam POSisi untuk me jindungi warga negara dari perbuatan Yang tidak je!as
apakah perbuatan tersebut sudah diatur berdasarkan undang-undang atau tidak, namun
juga me mastikan bahwa aparat penegak hukum tidak salah dalam menerapkan hukum
sehingga seseorang menjadi tidak dapat dijerat atau mensgunakan hukum tersebut
dengan sewenang-wenang diluartujuan dari pengaturannya.
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64. Bahwa penggunaan kata "Makar" sebagai pemaknaan dari' Aans!ag" telah dengan nyata
menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dengan leias meinaknai
"Aanslag" sebagai"serangan",

65. Bahwa akibat ketidakpastian hukum terhadap delik Makar, inaka pemenuhan Hak
"SetiapKonstitusi sebagai inaria tertuang daiam Pasa1 28G ayat (1) yang berbunyi

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancainan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi. " Tidak dapat terpenuhi;

66.8ahwa pergesaran Makna "Aanslag" sebagai serangan daiam Makar, telah
mengakibatkan adanya ketidakjelasan penggunaan Pasal Makar daiam peradilan pidana.
Bahwa dalam berbagai dakwaan Yang diajukan o1eh Iaksa, Makar kernudian tidak
dimaknai sebagaisuatu Serangan;

67. Bahwa da!am Kasus Sehu Blesman Alias Me!ki Bleskadit da!am Putusan MA No. 574
KIPid/201.2 didakwa meIakukan "Makar" karena menjadi Ketua Panitia hari Perayaan
Kernerdekaan Papua Barat Yang dianggap niat untuk memisahkan diri derilndonesia.
Dalam dakwaannya, Iaksa sama sekali tidak menjelaskan unsur Aans!ag atau
"serangan" sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana
untuk me misahkan diri darilndonesia. Terpidana dipidana dengan 5 Tahun Penjara;

Bahwa dalam kasus Sehu Blesman Alias MeIki Bleskadit, Iaksa mendakwa yang
bersangkutan atas perbuatan menjadi ketua panitia dan penanggungjawab Perayaan

Bahwa dalam acara tersebut, tenadi beberapa orasi danKernerdekaan Papua Barat,
pembentangan bendera yang dianggap bendera Papua. Iaksa sama sekali tidak
mendakwakan adanya unsur serangan daiam perbuatan yang dilakukan terdakwa, halini
dapat allihat dari barang bukti yaitu :Iembaran kertas undangan, kerias yang dianggap
me iniliki gainbar kernerdekaan papua dan bebe rapa buah spanduk.

Mahkamah Agung kernudian meinperberat pidana dari Terdakwa karena didasar, .an
at as alasan-asalan yang sama sekalitidak menjelaskan unsur maker sebagai serangan;

dalam Putusan MA No. 1827 KIPid/2007,68. Bahwa da!am Kasus Semuel Waileruny
didakwa dengan permufakatan Jahat untuk meIakukan Makar karena ingin
mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Seiatan) Yang dianggap niat untuk
me misahkan diri darilndonesia. Da!am dakwaannya, Jaksa juga tidak menguraikan unsur
"Aanslag" atau "serangan" sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat
dari terpidana untuk memisahkan diri darilndonesia. Terpidana dipidana dengan 3
Tahun Penjara;

Bahwa dalam dakwaan, Iaksa mendakwa dengan perbuatan terdakwa yang
mengirimkan pesan singkat SMS ke rekannya untuk meIakukan persiapan upacara
pengibaran Bendera RMS. Sama sekalitidak ada unsur serangan Yang did akwakan o1eh
Jaksa, apabiia me!ihat barang bukti Yang did apat yaitu Hand Phone (telepon genggam),
dokumen, disket, foto dan surat-suret in aka ter!ihat bahwa terdakwa sama sekali tidak
sedang merencanakan serangan.
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Bahwa kernudian, da!am memori kasasinya, kuasa hukum terdakwa sudah menje as an
konteks Makar sebagai serangan yang tidak dipertimbangkan o1eh Hakim iting at
pertaina dan banding, namun, Hakim MA tetap tidak me in perumbangkan permohonan
kasasi dengan alasan bahwa alasan tersebut tidak masuk daiain ranah kasasi;

69. Bahwa daiam Kasus Stepanus Tahapary als. Stevidalam Putusan o.
KIPid/2008, didakwa dengan permufakatan Jahat untuk meIakukan "Makar" karena
menyimpan dokumentasi, ,erupa VCD dan Dokumen konflik Maiuku, Pelaksanaan H
Republik Maiuku Seiatan dan upacara bendera Republik Maiuku Seiatan. aam
dakwaannya, Iaksa juga tidak menguraikan unsur Aanslag atau serangan
sebagaimana mestinYa, dakwaan hanya menjabarkan niat dan terpicana untu
memisahkan diri darilndonesia. Terpidana dipidana dengan 3 Tahun Perilara;

Bahwa terdakwa dihukum meIakukan Makar dikarenakan menerima dan menyimpan
dokumen yang dianggap dapat digunakan serta dipelajari untuk meinperluang an
pemisahan wilayah in aluku. Dalam dakwaan, sama sekaliJaksa tidak menje as an a a
persiapan "serangan" Yang di!akukan o1eh terdakwa. Hakim Agung menolak kasasi yang
diajukan Iaksa, namun Hakim Agung MA sama sekalitidak mencoba untu me i at
penerapan hukum Yang tidak sesuai dimana Hakim di pangadilan tingkat pertaina an
banding sama sekalitidak menjelaskan pertimbangan unsur serangan.

70. Bahwa dalam Kasus Yakobus Pigai dalem Putusan MA No. 1977 KIPID/2008, aleh Hakim
Agung dipidana dengan Pidana Makar Yang diartikan sebagai Kejahatan Torha 3:3
Negara. Dirinya dipidana penjara seiama 5 tahun karena mengibarkan Ben era in a .g
Keiora Yang dianggap sebagaitindakan Makar. Baik iaksa dan Hakim tida me masu an
unsur "Makar" sebagai"Serangan" atau Aanslag bahkan Hakim Agung emu ian
menyederhanakan perbuatan mengibarkan bendera Bintang kejora tanpa a anya unsur
"Serangan" menjadi Kejahatan Terhadap Negara.

kernudian meinbebaskan terdak\A1aBahwa daiam kasus ini, Hakim tingkat pertaina
dk d buatan "inakar"yangdilakukan o1eh paradengan pertimbangan tidak adanya perbuatan "inakar" yang dilaku an oe para

terdakwa, Iaksa kernudian mengajukan Kasasi dikarenakan meniiai Hakim sa a. ajari\
Dalam memori kasasin\, a Iaksa memberikan pengertian 'unsurmenerapkan hukuin.

in akar" sebagai berikut :

'Vudex IOCti dojom putusonnyo menyotokon bohwo unsur tersebut tidok terbukti
dengon o1050n bohwo Terdokwo mengirim SMS ke rekon~rekonnyo bonyo berupo
informosisojo, podoholkoto makor otou donslog heridoknyo longon seiolu horus
diortikon sebogoisuotu tindok kekeroson, koreno yong dimoksudkon koto in@ or
dojom rumuson yang digturdolom POS01106 KUHPidonosebenomyo udoloh setiop
tindokon yang di!okukon oreh Qinng yang merugikon kepentingon u urn egoro
herupo utuhnyo w"oyoh Negoro, doloin holini koto in okor ituj'ugo horus lofti on
setiop tindokon yong dilokukon dengon in oksud untuk mencopoisoloh sotu o I ot
yong disebutkon of dojom rumuson tindok pidono, boik yong menjurus po o
timbulnyo ok^^otsepertiitu, moupun yong dopot dionggop sebogoisuotu perc0 o0n
untuk menimbulkon okibotsepertiyong dimoksudkon dojom rumuson tindok pidono.
Dengon demikion seseorong itu teloh dopot dipersolohkon melokukon ino or seperti
yong dimoksudkon dojom POS01106 KUHPidono, yoitu bukon 501'017ko perilokunyo itu
ternyoto benor-benor teloh menghosilkon SUGtu voltooid misdrfy:f otou SUGtu
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kej'ohoton yong seiesoi meloinkon jugo do loin hol perilokunyo bonyo menghosilkon
t atousuotu ercoboon"suotu poging atou suotu percoboon,

Bahwa dalam memori kasasinya, Iaksa terlihat me in aknai Makar keluar dari pengertian
originalnya yaitu "serangan", Jaksa menilai bahwa Makar merupakan setiap 'tindakan
yang merugikan kepentingan hukum negara". Kesalahan pemaknaan unsur "inakar
yang berarti"serangan" o1eh Iaksa ini kernudian dijadikan pertimbangan Dieh Hakim
Agung MA Yang meinaknai sangat sederhana in akar, dengan hanya meniiai inakar dari
perbuatan "penaikan bendera Bintang Keiora" tanpa memberikan pertimbangan terkait
unsur in akar;

71. . Bahwa, selain Kasus-Kasus diatas sesungguhnya hampir semua kasus Yang dipidana
dengan Pasal Makar meiniliki karekteristik Yang sama, yaitu tidak dijelaskannya unsur

dan Hakim. Kondisiini menunjukkan bahwa"Makar" sebagai serangan o1eh Jaksa
Makar telah bergeser akibat adanya pergeseran inakna Mekar sebagaipenggunaan

"Aanslag" atau "serangan".

72. Bahwa apabila dicermati inaka baik Jaksa dan Hakim saat ini tidak mainpu untuk
meinaknai inakar, bahkan dalam beberapa putusan, Iaksa memberikan pemahaman
Yang keluar darijalur pemaknaan Makar Yang sesungguhnya sudah tidak dapat lagi
dimaknai berbeda dari kata "aanslag", bahwa kondisi sepertiinijustru berbenturan
dengan tujuan as!i frasa inakar atau "aanslag' pada saat dibentuk, yaitu tidak boleh
chartikan meIuas dari pengertian "serangan sehingga dapat menyasar perbuatan-
perbuatan lain diluar perbuatan serangan;

73, Bahwa kondisi ketidakpastian ini menimbulkan tidak adanya jaminan perlindungan
hukum bagi warga negara Indonesia, kondisi sepertiini dapat berakibat Iaksa dengan
sesuka hati inariafs;rkan suatu pasal pidana, kondisiinijustru diperburuk dengdn
putusan Hakim khususnya Hakim Agung yang tidak memberikan putusan Yang sesuai
dengan penerapan hukum yang tepat perihal in akar ;

74. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dan laininan perlindungan hukum, akibat
dari bergesernya pemaknaan Aanslag sebagai serangan, Inaka Sepanjang tidak dimaknai
sebagai serangan, frasa Makar dalem Pasa1 87, Pasa1, .04, 1.06, 1.07, 139a, 1.39b , dan 1.40
Undang-undang Not Tahun L946 (KUHP) bertentangan dengan Pasa1 28 D (1) UUD
1945 dan Pasa1 28G ayat (1).

D, Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusiona! di atas, in aka Pemohon dalam halini
memohon kepada Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat
me inutus ha!-hal sebagai berikut:

I. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasa187, Pasa11.04, 106, 1.07, 1.39a, 3.39b, dan 3.40 Undang-undang Not

Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), bertentangan dengan Undang-
Indonesia Tahun 1,945 dan tidak meiniliki kekuatanUndang Dasar Negara Republik
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hukum mengikat sepanjang apabila frasa"in akar" tidak dimaknai sebagai"aanslag" atau
serangan ;

Atau apabila Maielis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain inohon putusan yang seadil-
adjlnya (exAquo et bono).

(Supriyadi W. Eddyono, SHI

Jakarta, 6 Januari 20, .7

Hormat Kami,

Kuasa Pemoh

(Erasm

o^S^,
A. T. Napit pul SHI (Ajeng Gandini Kamilah, SH)

,,
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